
   

 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 600.4/62 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KEBUN RAYA TINJOMOYO  

KOTA SEMARANG  

 

 

WALI KOTA SEMARANG, 

 

Menimbang     :  a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kawasan konservasi 
tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi tumbuhan 

terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi 
taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola 

tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, 
pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan, Pemerintah Kota 
Semarang bermaksud membangun Kebun Raya Kota 

Semarang dan telah menetapkan lokasi pembangunan 
dimaksud melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 

660.1/979 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi 
Pembangunan Kebun Raya Kota Semarang; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Plt. Direktur 
Kemitraan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional 
Nomor : B-1867/II.8.5/MR.06.03/7/2023 tanggal 28 Juli 

2023 perihal Pemberitahuan hasil kajian kelayakan calon 
lokasi Kebun Raya di Kota Semarang dan Surat Plt. Direktur 

Kemitraan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional 
Nomor : B-4096/II.8.5/MR.06.03/ 12/2023 tanggal 4 

Desember 2023 perihal Rekomendasi Luasan Kebun Raya, 
yang menyebutkan bahwa penetapan lokasi Kebun Raya 
adalah seluruh kawasan ex hutan wisata seluas 58,19 Ha, 

sehingga Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu ditinjau Kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan 

Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Lokasi 
Pembangunan Kebun Raya Kota Semarang; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45); 



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6953); 
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6801); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3097); 



 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6634); 

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggara Kebun Raya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 161); 
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri e, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang  Tahun 

2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 
2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
142); 

13. Peraturan Daerah Kota  Semarang  Nomor  14  Tahun  2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 

158); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767); 

16. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pengembangan Kebun 

Raya Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 159); 

17. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40); 

18. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 

Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 849); 

 
 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  
 

KESATU : Lokasi Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang. 
 

KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
terbagi menjadi Zona I, Zona II, Zona II, Zona IV dan Zona 

Pendukung Kawasan Tinjomoyo dengan total luas 58,19 Ha 
(lima puluh delapan koma sembilan belas hektar) dan Peta 
Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

 
KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali 

Kota Semarang Nomor 660.1/979 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Lokasi Pembangunan Kebun Raya Kota Semarang, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
KEEMPAT 

 
 

 
KELIMA 

 
: 

 
 

 
: 

 

 
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Semarang. 

 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

   
 Ditetapkan di Semarang 

 pada tanggal 16 Januari 2025 
 

     WALI KOTA SEMARANG, 

 
 

ttd 
 

    HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU  

 
 SALINAN, disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Lingkungan Hidup RI; 

2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; 

3. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 

5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang; 

6. Inspektur Kota Semarang; 

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; 

8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang; 

9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang; 

10. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang; 

11. Camat Gunungpati; 

12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

  

LENOVO
Typewritten text
 
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 600.4/62 TAHUN 2025  

TENTANG  

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN 

KEBUN RAYA TINJOMOYO KOTA 

SEMARANG 

                                         

 

PETA LOKASI  

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA KOTA SEMARANG 

 

 
 

      

              WALI KOTA SEMARANG, 

 

 

ttd 

 

   HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU  

  

LENOVO
Typewritten text
 
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001 
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